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ABSTRAK 
 
Reformasi yang terjadi sejak tahun 1998 hingga dewasa ini telah berdampak langsung 
bagi bangsa Indonesia, bukan saja pada bidang politik dan ekonomi, tetapi juga pada bidang 
pendidikan.  Apa sebenarnya yang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Apakah 
Negara kita memerlukan atau tidak memerlukan reformasi, dan/atau inovasi pendidikan dari 
keadaannya yang sekarang. Apakah keadaan dan perkembangan pendidikan sekarang ini 
bermasalah ? jika tidak bermasalah apa buktinya, dan jika ya, bagaimana alternatif jalan 
keluarnya serta upaya memperbaikinya.  
Untuk dapat menjawab tantangan global ini bangsa Indonesia harus bekerja lebih 
keras  karena rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Sistem pendidikan 
yang ada  tampaknya belum memberikan andil yang signifikan dalam membentuk manusia 
Indonesia yang berkepribadian kuat dan cerdas (intelektual, emosional, spiritual, fisik) 
sehingga mampu menjawab tantangan jaman tidak hanya untuk kejayaan bagi diri sendiri 
tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembaharuan pendidikan tampaknya 
telah merupakan kebutuhan mendesak. Penulis mengajukan sebelas usulan dalam 
pembaharuan pendidikan yang pada intinya berkenaan dengan penentuan politik pendidikan 
dan kebudayaan dan pembaharuan sistem manajemen pendidikan dengan segala aspeknya 
untuk memberdayakan seluruh insan pendidikan dan memfungsikan lembaga pendidikan 
serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya membangun pendidikan. Usulan ini 
diikuti uraian tentang kondisi prasyaratnya.  
 
(Kata-kata kunci: reformasi, pembaharuan, kecerdasan--intelektual, emosional, spiritual--
,konflik kepentingan, kurikulum inti-lokal, kualitas pendidikan). 
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A. PENDAHULUAN 
Tekad untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis 
dengan indikator keterbukaan pikiran, hati dan transparansi manajemen serta pemberian 
kesempatan  kepada masyarakat dan penggunaan kesempatan tersebut oleh masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan telah dinyatakan berkali-kali dalam berbagai kesempatan 
oleh Pemerintah hasil pemilu 2008 (pasangan SBY-Budiono).  
Pernyataan tekad tersebut telah diikuti oleh berbagai langkah, yang sebagian disambut 
baik dan diharapkan segera dilaksanakan, misalnya otonomi daerah, dan sebagian lain 
dianggap mengecewakan, terutama oleh kelompok masyarakat yang terkena dampak 
negatifnya, yaitu pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada orde 
pemerintahan terdahulu. Semua ini merupakan hal yang wajar karena setiap perubahan dapat 
dipastikan mendapatkan reaksi pro dan kontra tergantung pada sudut dan daya pandang 
masyarakat terkait. Mereka yang melihatnya  dari sudut pandang yang luas dengan daya 
pandang yang lebih jauh ke depan jangkauannya tentu saja akan memberikan reaksi yang 
berbeda dibandingkan dengan mereka yang melihatnya dari sudut pandang yang lebih sempit 
dengan daya pandang sebatas kemampuan kelima indra untuk menangkap hasil upaya yang 
dilakukan bersama dampaknya. Yang jelas  bagi kita semua adalah  bahwa masih banyak 
masalah yang harus diselesaikan di negara kita ini, baik yang berkenaan dengan penegakan 
supremasi hukum, pemulihan kondisi ekonomi, politik maupun moralitas, dan yang lebih 
spesial adalah rendahnya kualitas pendidikan dengan beberapa rumusan permasalahan 
diantaranya; apakah sebenarnya yang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Apakah 
Negara kita memerlukan atau tidak memerlukan reformasi, dan/atau inovasi pendidikan dari 
keadaannya yang sekarang. Apakah keadaan sekarang ini bermasalah ? jika tidak bermasalah 
apa buktinya, dan jika ya, bagaimana jalan keluar untuk memperbaikinya. Jika kita memiliki 
kekuasaan untuk melakukan perubahan, di mana kita memulai perubahan itu, bagaimana 
melakukannya dan apa kriteria keberhasilannya.     
Dari beberapa permasalahan tersebut, maka langkah apapun yang ditempuh dan 
sistem apapun yang diterapkan dalam upaya perbaikan itu, maka kualitas sumber daya 
manusia merupakan faktor kunci keberhasilannya, seperti pepatah mengatakan bukannya “the 
gun” tetapi “the man behind the gun” yang menentukan. Artinya, perbaikan yang 
berkelanjutan hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam 
arti yang sebenarnya, yaitu manusia Indonesia yang semua potensi kecerdasannya 
(intelektual, seni, emosional, spiritual, fisik) berkembang secara optimal. Kenyataan 
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menunjukkan bahwa sampai saat ini sistem pendidikan yang ada belum berhasil memberikan 
andil yang signifikan dalam membentuk manusia yang demikian. Oleh sebab itu, tampaknya 
reformasi untuk melakukan pembaharuan pendidikan merupakan kebutuhan mendesak, 
bahkan mungkin keharusan. 
Tulisan ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan 
keyakinan bahwa reformasi terhadap sistem pendidikan di Negara kita perlu dilakukan dalam 
konteks yang ada. Pembicaraan akan dimulai dengan gambaran umum keadaan yang terjadi 
saat ini dikaitkan dengan prediksi di abad mendatang, dilanjutkan dengan  keadaan nasional 
yang dicita-citakan, bukti-bukti adanya krisis pendidikan saat ini, masalah apa yang perlu 
direformasi, bagaimana strategi pembaharuan pendidikan sebagai jalan keluar dari semua 
permasalahan yang ada, serta prasyarat apa yang diperlukan, dan terakhir merupakan 
kesimpulan dan rekomendasi atau usulan pembaharuan (inovasi pendidikan) sebagai 
masukan kepada pihak-pihak yang terkait berwenang dalam hal ini ditujukan kepada 
pemerintah selaku penanggungawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di negeri 
tercinta yang berkeinginan untuk menjadi bangsa yang maju dengan mengejar 
ketertinggalannya pada semua sisi kehidupan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua 
pihak khususnya bagi para pendidik, dan umumnya bagi para pembaca.  
 
 
B. PEMBAHASAN  
 Keadaan Global Abad ke-21 
Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam ilmu dan teknologi (IPTEK) telah membantu 
manusia dalam mempertahankan dan atau meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya. 
Berbagai kemudahan telah diperoleh umat manusia berkat kemajuan IPTEK.  Namun di lain 
pihak, pemanfaatan kemajuan Ipteks tanpa tanggung jawab moral dapat pula menyeret umat 
manusia ke lembah kehancuran, misalnya untuk industri tanpa kepedulian terhadap kesehatan 
lingkungan dan untuk perang. 
Dengan makin banyaknya  kemungkinan untuk meraih keuntungan dari berbagai 
kemajuan IPTEK dan juga makin meningkatnya kekhawatiran akan terancamnya eksistensi 
manusia, baik secara kelompok maupun perorangan, makin banyak pula konflik kepentingan 
yang muncul yang pada gilirannya  akan menimbulkan ketegangan-ketegangan karena tarik 
ulur dari dua sisi yang berbeda. Berikut ini ketegangan-ketegangan yang diperkirakan akan 
menjadi masalah utama yang perlu dipecahkan oleh warga dunia global di abad mendatang, 
seperti diuraikan dalam laporan UNESCO (Delors, 1997): 
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1. Ketegangan antara kepentingan global dan kepentingan lokal: secara bertahap setiap insan 
perlu menjadi warga global tanpa kehilangan akarnya, tetapi perlu tetap aktif berperan 
dalam kehidupan bangsa dan masyarakat lokalnya. 
2. Ketegangan antara orientasi nilai universal dan nilai perorangan: secara pelan tetapi pasti, 
dalam batas tertentu, budaya menjadi terglobalisasi. Globalisasi menawarkan sederet  
keuntungan sekaligus mengandung resiko, termasuk resiko terabaikannya karakter unik 
setiap insan manusia, yang pada hakekatnya  bebas memilih masa depannya sendiri dan 
mencapai seluruh potensinya dalam kekayaan tradisi dan lingkup budayanya sendiri yang, 
bila tidak dijaga,  dapat terancam oleh perkembangan kontemporer. 
3. Ketegangan antara tradisi dan modernitas, yang merupakan bagian dari masalah yang 
sama:  bagaimana mungkin menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa mem-belakangi 
masa lalu, bagaimana otonomi dapat diperoleh dengan tetap mendukung perkembangan 
bebas orang lain, dan bagaimana kemajuan ilmu dapat  diasimilasikan? Tantangan-
tantangan ini perlu  dijawab dengan bantuan  teknologi informasi yang baru. 
4. Ketegangan antara pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek: ketegangan ini telah 
lama terjadi, dan justru  sekarang diperparah oleh  keserba-sesaatan dan keserba-cepatan. 
Opini publik menuntut jawaban cepat dan solusi seketika, sedangkan banyak masalah 
memerlukan strategi yang cermat, terpadu dan ternegosiasikan untuk mencapai 
pembaharuan. Berkenaan dengan persoalan inilah kebijakan pendidikan mesti dibuat. 
5. Ketegangan antara kebutuhan berkompetisi pada satu sisi dan kepedulian terhadap 
pemerataan kesempatan pada sisi lain: persoalan ini telah dihadapi sejak awal abad ini 
oleh pembuat kebijakan sosial dan ekonomi dan pembuat kebijakan pendidikan. Berbagai 
solusi telah sering diusulkan tetapi tidak pernah tuntas. Tekanan untuk berkompetisi 
diduga telah menyebabkan mereka yang berkuasa kehilangan visi tentang misi mereka, 
yaitu misi untuk memberikan kepada setiap orang alat/sarana untuk dapat meraih 
keuntungan penuh dari setiap kesempatan yang ada. Untuk mengatasi masalah ini tiga 
kekuatan hendaknya dipadukan: kompetisi, yang memberikan insentif; kerja sama, yang 
memberikan kekuatan; dan solidaritas, yang mempersatukan. 
6. Ketegangan antara perluasan luar biasa ilmu pengetahuan dan kapasitas manusia untuk 
mengasimilasikannya: kurikulum telah sarat muatan, tetapi ada godaan untuk menambah 
jumlah bidang studi, seperti pengetahuan diri (self knowledge), cara-cara menjamin 
kesehatan fisik dan psikologis atau cara-cara meningkatkan pemahaman terhadap 
lingkungan alam dan mejaga kelestariannya. Maka strategi pembaharuan harus mencakup 
penentuan pilihan, dengan tetap mengingat pentingnya melestarikan ciri-ciri pendidikan 
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dasar yang membelajarkan murid untuk meningkatkan kehidupannya melalui ilmu 
pengetahuan, eksperimen dan pengembangan budaya mereka. 
7. Ketegangan antara kebutuhan spiritual dan material: „moral‟ sampai saat ini tampaknya 
masih merupakan hal yang dirindukan bangsa dunia. Maka merupakan tugas mulia 
pendidikan untuk mendorong setiap orang, untuk bertindak sesuai dengan tradisi dan 
keyakinannya dan menghormati kemajemukan, dan mengangkat pikiran dan semangatnya 
ke tataran universal serta dalam hal tertentu mentransendensikan dirinya. Dapat dikatakan 
bahwa kelangsungan hidup umat manusia tergantung pada keberhasilan mencapai hal ini. 
 
Bagaimana halnya  di Indonesia? Menurut pengamatan penulis, ketegangan-ketegangan di 
atas terasa telah ada di negara ini. Bahkan telah terasa adanya ketegangan lain,  seperti antara 
kepentingan daerah dan nasional,  antara kepentingan partai dan kepentingan bangsa, dan 
antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Bagi  bangsa yang sangat majemuk 
dalam berbagai aspek seperti Indonesia, ketegangan yang timbul karena keragaman  
kepentingan merupakan hal yang wajar, dan warganya mesti terlatih untuk 
menyelesaikannya. Akan tetapi pengalaman berbangsa dan bernegara di masa Orde Baru 
yang menekankan keseragaman tidak melatih bangsa Indonesia untuk mengatasai konflik 
kepentingan. Oleh sebab itu, pemberian latihan mengatasi konflik kepentingan hendaknya 
menjadi salah satu muatan proses pendidikan dari awal, seperti yang disarankan oleh Cuevas 
dan Gardiner (1997: 89) yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik dibangun berdasarkan 
teori perkembangan kognitif Piaget dan  Vygotsky. Menurut Piaget (1969), seperti disitir 
Cuevas dan Gardiner, latihan menyelesaikan konflik dapat meningkatkan keterampilan 
memecahkan masalah; sedangkan menurut Vygotsky pengalaman memecahkan masalah akan 
membantu perluasan bahasa dan proses pemikiran pemecahan masalah terkait (Vygotsky, 
1962). 
 Jika kita amati, bahwa peyelenggaraan pendidikan di Indonesia secara umum terdapat 
dua permasalahan besar yang terjadi dalam perkembangannya, antara lain; 
Pertama; bahwa keadaan yang sedang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini 
adalah krisis kepemimpinan pendidikan. Kedua; secara umum penyelenggaraan program 
pendidikan dewasa ini menunjukan adanya peningkatan kualitas yang signifikan dalam 
menciptakan kualitas hidup Bangsa, khususnya dalam pembangunan manusia Indonesia yang 
seutuhnya, apalagi ke arah terciptanya masyarakat belajar yang melek Iptek dan Imtaq serta 
mampu menjawab tantangan global seperti sekarang ini walaupun dalam realitasnya masih 
banyak kekurangan pada berbagai aspeknya. Memang pendidikan menurut hakikatnya tidak 
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akan terlepas dari situasi yang kritis, kecuali dalam masyarakat yang masih sangat 
terbelakang. Hal ini disebabkan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial cenderung 
mempertahankan nilai-nilai yang diemban oleh masyarakat, sementara itu proses perubahan 
terus berjalan dalam kehidupan sosial. Seperti yang telah kita saksikan, pembangunan 
nasional pada reformasi ini memang banyak mengalami perubahan yang telah dicapai, namun 
seiring dengan perubahan-perubahan itu, selalu muncul pula masalah-masalah baru atau 
krisis, baik karena kebutuhan yang meningkat akibat pembangunan itu sendiri, maupun 
karena adanya kemungkinan kekeliruan dalam membuat perencanaan. Ketiga; sistem 
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terjadi dikotomi antara IPTEK dan ilmu agama. 
Keduanya masih dibedakan dalam setiap posisi dan perannya, juga terdapat jurang pemisah, 
belum terintegrasi menjadikan pengetahuan secara terpadu.      
Menurut pengamatan penulis, dewasa ini dunia pendidikan kita mengalami empat 
krisis pokok, yaitu; kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. 
 
1. Kualitas Pendidikan 
Sungguhpun sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan untuk 
mengukur kualitas pendidikan, namun beberapa indikator dapat digunakan sebagai rambu-
rambu pemberi sinyal mengenai kekhawatiran kita tentang kualitas pendidikan di 
Indonesia. Diantara beberapa indikator itu salah satunya ialah mutu guru yang masih 
rendah pada semua jenjang pendidikan, meskipun rasio guru-siswa termasuk rendah di 
ASEAN. Begitu pula alat-alat bantu proses belajar-mengajar seperti buku teks, peralatan 
laboratorium, dan bengkel kerja yang belum memadai. Hal ini memang bergantung pula 
kepada besarnya biaya yang diperuntukan bagi pendidikan per unit, maupun alokasi dana 
bagi pendidikan dari APBN serta persentase biaya pendidikan dari PDB.  
 
2. Relevansi Pendidikan 
Masalah kedua adalah relevansi pendidikan atau efisiensi eksternal, yakni suatu sistem 
pendidikan diukur oleh keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-tenaga terampil 
dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan sektor-sektor pembangunan. Apabila kita 
lihat keadaan lulusan pendidikan di Indonesia, maka tampak gejala yang semakin 
mengkhawatirkan dengan semakin besarnya pengangguran lulusan sekolah menengah 
bahkan lulusan perguruan tinggi. Malahan ada tendensi, semakin tinggi pendidikan itu 
semakin besar kemungkinan untuk menganggur.  Di sisi lain, masalah tidak relevannya 
pendidikan di Negara kita, bukan saja disebabkan adanya kesenjangan antara “supply” 
7 
 
sistem pendidikan dengan “demand” tenaga yang dibutuhkan oleh berbagai sektor 
ekonomi, tetapi juga karena muatan/isi kurikulum yang tidak sesuai atau mengalami 
ketertinggalan dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan IPTEK. Sebagai fakta, kita 
ambil contoh misalnya pada lembaga pendidikan tinggi,di mana perguruan tinggi adalah 
bagian dari masyarakat tempat ia berada. Namun demikian, masih merupakan kenyataan 
bahwa perguruan tinggi di Negara kita seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri. 
Berbagai fakta menunjukkan sikap isolastik perguruan tinggi kita menunjukkan adanya 
sikap keangkuhan perguruan tinggi, yaitu adanya kesenjangan antara produk lembaga-
lembaga pendidikan tinggi dengan tersedianya kesempatan kerja menunjukkan sikap acuh 
tak acuh perguruan tinggi terhadap seriusnya masalah pengangguran sarjana. Memang 
kesenjangan ini bukan semata-mata tanggungjawab perguruan tinggi, juga persepsi 
masyarakat ikut berperan, namun perguruan tinggi sebagai suatu masyarakat intelektual 
wajib menuntun dan mengarahkan persepsi masyarakat yang keliru ke arah tumbuhnya 
sistem pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi dan kadar efisiensi eksternal yang tinggi 
pula.  
Begitu pula perannya dalam pembangunan di daerah, tampak pula adanya sikap 
isolasionistik perguruan tinggi. Sebagai suatu ilustrasi, usaha untuk meningkatkan kualitas 
semua jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia 
di daerah tampaknya peranan perguruan tinggi masih sangat minim. Perguruan tinggi 
seakan-akan tidak ada urusan dengan jenjang pendidikan di bawahnya kecuali LPTK pada 
waktu sekarang ini. Keterpaduan sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari 
pembangunan regional dan nasional masih belum tampak. Perguruan tinggi yang 
seharusnya mengambil peran utama dalam gagasan pengembangan sumber manusia dan 
sumber daya manusia di daerah masih dihanyutkan oleh keangkuhan akademiknya 
sehingga acuh tak acuh terhadap pembinaan jenjang pendidikan di bawahnya.      
 Keadaan tersebut memang sebagian besar disebabkan sistem pengelolaan pendidikan 
tinggi di Negara kita masih sentralistik serta ditunjang oleh sistem administrasi yang 
sangat berkotak-kotak. Pendekatan integralistik dari sistem pendidikan nasional hendaknya 
terbayang dalam cara pengelolaan sistem pendidikan di daerah, dari perguruan tinggi 
sampai pendidikan anak usia dini (PAUD) dan juga pendidikan  luar sekolah, dalam suatu 
sistem yang menunjang pembangunan di daerah sebagai bagian dari program 
pengembangan manusia dan sumber daya manusia di daerah-daerah tersebut. 
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3. Elitisme 
Yang dimaksudkan elitisme oleh penulis ialah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan 
oleh pemerintah menguntungkan kelompok masyarakat yang kecil atau yang justru 
mampu. Kita memaklumi bahwa sebagian besar mahasiswa berasal dari golongan 
menengah ke atas yang justru lebih mampu dibandingkan kebanyakan keluarga para 
siswa/siswi SD dan SLTP, walaupun kita juga memaklumi bahwa kepincangan ini 
merupakan gejala umum terutama di Negara-negara berkembang. 
    
4. Manajemen Pendidikan 
Kebutuhan bangsa Indonesia terhadap pendidikan saat ini, mau tidak mau telah menjadi 
suatu industri, yakni sebagai suatu industri pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), 
maka pendidikan semestinya harus dikelola secara profesional. Kurangnya tenaga-tenaga 
manajer pendidikan profesional ini, mengharuskan kita untuk mengadakan terobosan-
terobosan baru yang dapat membawa pendidikan bisa sejalan dengan pendidikan yang 
semakin cepat. 
Di sisi lain, peta permasalahan pendidikan di Indonesia sangat kompleks yang menyangkut 
bukan saja masalah-masalah teknis pendidikan, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan 
perencanaan, pembiayaan dan efisiensi dari sistem itu sendiri. Masalah pengelolaan 
Sekolah Dasar merupakan contoh klasik dari kesemrawutan manajemen pendidikan di 
Negara kita dewasa ini, yang pada gilirannya memberikan efek terhadap setiap usaha 
untuk meningkatkan mutu keluaran sistem pendidikan.  
 Begitu pula masalah otonomi pengelolaan pendidikan, baik untuk sekolah lanjutan 
maupun pendidikan tinggi, dalam penyelenggaraan masalah akademik dan finansial, masih 
memerlukan penyesuaian mengenai kelembagaan SISDIKNAS. Lembaga pendidikan 
seakan-akan dibentuk berdasarkan fungsi dan peranan pendidikan yang sudah 
kedaluwarsa. Sebagaimana dengan kebanyakan lembaga sosial yang lain, lembaga-
lembaga pendidikan belum dapat mengimbangi cepatnya laju pembangunan. Tidak 
mengherankan jika lembaga dalam SISDIKNAS perlu ditata lagi atau perlu 
direstrukturisasi. 
Struktur organisasi yang harus diubah adalah struktur organisasi dari institusi yang 
mengurusi pendidikan itu sendiri (yaitu struktur dalam Kemendikbud). Struktur organisasi 
pada lembaga ini harus dirampingkan sehingga mempermudah terjadinya reformasi 
pendidikan. Perampingan disini dalam makna harfiah, yaitu perampingan jabatan, dan 
dalam makna kiasan, yaitu perampingan pola pikir dan tingkah laku para pejabatnya.  
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Itulah beberapa permasalahan pokok yang menurut hemat penulis mendominasi krisis 
pendidikan nasional dewasa ini. Dan realitas kualitas pendidikan seperti sekarang ini tidak 
baik jika dibiarkan berjalan terus. Tetapi perlu diupayakan jalan keluarnya. Mengapa 
demikian? Karena kondisi ini tidak menguntungkan bagi kehidupan generasi masa depan 
yang semakin tinggi tingkat persaingannya di era Global ini. Jika kualitas pendidikan 
seperti sekarang ini dibiarkan sama halnya dengan membiarkan bangsa ini tumbuh dan 
berkembang tanpa kualitas. Generasi yang tidak berkualitas, dapat dipastikan akan kalah 
berkompetsisi dengan bangsa lain, dan pada akhirnya akan tergilas oleh Bangsa-bangsa 
yang sudah maju.  
 
C. ANALISIS MASALAH 
Fakta-fakta yang penulis kemukakan di atas hingga saat ini menjadi permasalahan 
dalam sistem pendidikan di Indonesia. Realitas tersebut dipandang cukup memadai untuk 
dijadikan alasan akan perlunya reformasi di bidang pendidikan, akan tetapi reformasi 
pendidikan yang terprogram. Dan yang dimaksud reformasi terprogram ini adalah inovasi. 
Inovasi yang dimaksudkan adalah tindakan memperkenalkan ide baru, metode baru atau 
sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam sistem dan proses pendidikan agar 
terjadi perubahan secara mencolok dari sebelumnya dengan maksud-maksud tertentu yang 
ditetapkan. Begitu juga dalam pelaksanaannya, diperlukan standar dan tujuan reformasi yang 
jelas, karena tanpa tujuan yang jelas reformasi hanyalah sekedar upaya untuk berubah tanpa 
makna. Ada hal penting dalam konteks ini, yaitu akuntabilitas dan transparansi untuk 
mengukur kemajuan reformasi yang dijalankan. 
   
Menurut Sutrisno (2011: 79), bahwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 
berdampak langsung pada Bangsa kita, bukan saja pada bidang politik dan ekonomi , tetapi 
juga pada bidang pendidikan. Reformasi itu sebagai momentum untuk melakukan 
pembaharuan sistem perundang-undang pendidikan di Indonesia. Diawali UUD 1945 oleh 
DPR-MPR tahun 2002, terutama pasal 31 yang mengamanatkan pada Negara/pemerintah 
untuk memperbaiki/menyempurnakan sistem pendidikan nasional. Kemudian dikeluarkan 
Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 
Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut dikeluarkan Perarturan Pemerintah Nomor 19 tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).  
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Setelah Indonesia mengalami reformasi tersebut, kemudian kita memasuki era baru, 
yaitu era setelah tumbangnya orde baru yaitu orde reformasi. Orde reformasi dapat difahami 
sebagai orde keterbukaan dalam mengemukakan pendapat. Orde keterbukaan ini bukan hanya 
dimanfaatkan oleh kalangan pers dan politik saja, akan tetapi juga untuk dunia pendidikan. 
Maka memasuki Millennium ketiga ini dunia pendidikan dihadapkan kepada berbagai 
permasalahan pelik yang apabila tidak diatasi secara cepat, tidak mustahil pendidikan di 
Indonesia akan ditinggal oleh zaman. Menurut hemat saya, langkah preventif dalam 
menyikapi tantangan ini, maka sangat diperlukan kesadaran akan tampilnya dunia pendidikan 
guna memecahkan dan merespon berbagai tantangan baru di era Global ini adalah hal yang 
logis bahkan suatu keharusan. Hal ini dapat dimengerti mengingat dunia pendidikan 
merupakan salah satu pranata yang terlibat langsung dalam mempersiapkan masa depan 
bangsa ke arah lebih baik. Perlu disadari dan diwaspadai bersama, bahwa kegagalan dunia 
pendidikan dalam menyiapkan mada depan bangsa, adalah merupakan kegagalan bagi 
kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.  
Peran dan tanggungjawab pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) sangatlah diperlukan untuk terus melakukan self-correction 
terhadap setiap kebijakan di bidang pendidikan dan juga melakukan re-orientasi terhadap visi 
dan misi sangatlah penting, mengingat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia selama 
kurang lebih 67 tahun setelah kemerdekaan dimungkinkan telah banyak muncul tantangan 
baru yang belum tertampung, untuk menjawabnya, salah satunya adalah perlunya dirumuskan 
kembali visi dan misi pendidikan nasional yang sesuai dengan tuntutan zaman terutama di era 
globalisasi ini. 
Perlu juga disadari, bahwa masa depan Bangsa Indonesia yang sekarang tengah 
memasuki millenium ketiga ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh untuk mampu eksis 
secara fungsional di tengah-tengah kehidupan Global yang amat kompetitif, dan pada situasi 
ini, manusia yang akan survive adalah yang dapat merubah tantangan menjadi peluang serta 
dapat mengisi peluang tersebut secara produktif. Sementara itu, faktor-faktor keperibadian 
atau moralitas yang baik akan menjadi salah satu daya tarik dalam berkomunikasi dengan 
sesama manusia atau warga dunia.   
Atas dasar itu, maka masa depan bangsa kita sangat membutuhkan sumber daya 
manusia (SDM) yang kreatif, inovatif, dinamis, terbuka, bermoral baik, mandiri dan percaya 
diri, menghargai waktu, mampu berkomunikasi dan memanfaatkan peluang serta menjadikan 
orang/bangsa lain sebagai mitra. 
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Untuk dapat mewujudkan manusia yang sanggup menghadapi tantangan, peluang dan 
kendala dalam memasuki kehidupan masa depan itu, sektor pendidikan memiliki banyak 
peluang yang amat luas untuk segera melakukan berbagai inovasi dalam merespon kebutuhan 
masyarakat salah satunya adalah merubah paradigma untuk menciptakan masyarakat yang 
semangat untuk belajar. 
Menurut Aris Pongtuluran (1995: 5), reformasi akan berhasil apabila tersedia 
kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan. Artinya, perlu ada momentum yang 
mendukung, seperti perombakan besar-besaran dalam system pemerintahan, ada undang-
undang yang melindungi, atau pempimpin yang peduli akan pentingnya reformasi.  Akhinya, 
reformasi pendidikan tersebut harus dijadikan sebagai kebijakan pendidikan. Artinya, 
reformasi pendidikan itu dijadikan patokan kebijakan jangka panjang dalam setiap langkah 
pengambilan keputusan prektik pendidikan. Reformasi harus berada dalam kerangka kerja 
jangka panjang dan menjadi inti dari setiap kebijakan dan operasional pendidikan.  
Apabila reformasi pendidikan akan dijadikan sebagai kebijakan, maka harus 
memenuhi empat tahapan. Menurut Levin Benjamin (2001:9), tahapan-tahapan itu satu sama 
saling terkait, yaitu; asal-usulnya, adopsinya, implementasi dan hasilnya. pertama, adalah 
asal-usulnya (origin), darimana datangnya usulan reformasi pendidikan tersebut? bagaimana 
reformasi pendidikan menjadi bagian dari aspek pemerintahan secara umum, peran apa yang 
dimainkan oleh masing-masing pihak dalam mengembangkan program tersebut. 
Kedua, bagaimana mengadopsi (adoption) kebijakan tersebut yang akhirnya menjadi 
peraturan atau perundang-undangan. Untuk itu, perlu juga dipantau sejauhmana perbedaan 
antara yang diusulkan dengan yang diundangkan dan apa-apa penyebab dari perbedaan 
tersebut. 
Ketiga, bagaimana implementasinya (implementation)? Dalam hal ini, untuk 
melakukan reformasi kebijakan maka diperlukan lembaga penelitian untuk memantau 
pelaksanaan reformasi. Model seperti apa yang digunakan oleh pemerintah sehingga mampu 
menggerakkan reformasi hingga ke tingkat operasional? Pertanyaan lain adalah kebijakan apa 
yang mendukung adanya reformasi dan bagaimana sistem pendidikan merespon gerakan 
reformasi tersebut? 
Keempat, bagaimana hasil-hasilnya (outcomes)?  Bukti-bukti apa yang menunjukkan 
adanya perubahan sebagai akibat dari reformasi yang dilakukan. Dalam pendidikan, bukti 
nyata biasanya adalah bagaimana reformasi berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar di 
kalangan siswa, terjadinya peningkatan kinerja pada guru dan dosen serta tenaga 
kependidikan, adanya kenaikan jumlah kelulusan, dan sebagainya.  
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Menurut hemat penulis, langkah-langkah riil sebagai upaya mewujudkan kualitas 
pendidikan di negeri ini, maka reformasi di bidang pendidikan harus dimulai dari : 
1. Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan 
2. Pengelolaan Kurikulum  
3. Proses Belajar-Mengajar 
4. Pendidikan, Pelatihan dan Tenaga Kerja 
5. Pendidikan Berkelanjutan 
6. Manajemen Pendidikan  
7. Desentralisasi Pendidikan 
8. Pendidikan Dasar 
9. Pendidikan Tinggi 
10. Tenaga Kependidikan 
11. Pembiayaan Pendidikan 
 
Urgensi dari sebelas point di atas, akan penulis kemukakan satu per satu, antara lain 
sebagai berikut : 
1. Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan 
Setiap satuan pendidikan di setiap jenjangnya harus diberikan kewenangan untuk 
melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk 
meningkatkan mutu pada institusi pendidikannya. Termasuk dalam perencanaan tersebut 
adalah rencana pengembangan lembaga pendidikan, yang meliputi; (1) visi, misinya, (2) 
rencana induk pengembangan jangka waktu yang ditetapkan, (3) sumber dana untuk 
membiayai program, (4) penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan 
pendidikan yang memuat semua jenis program dan sumber dana dalam jangka yang 
ditetapkan. Setiap Institusi atau satuan pendidikan juga harus diberikan kewenangan untuk 
melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri.  
2. Pengelolaan Kurikulum 
a. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 kurikulum pendidikan dasar wajib 
memuat : 
1) Pendidikan agama; 
2) Pendidikan kewarganegaraan; 
3) Bahasa; 
4) Matematika; 
5) Ilmu pengetahuan alam; 
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6) Ilmu pengetahuan sosial; 
7) Seni dan budaya; 
8) Pendidikan jasmani dan olahraga; 
9) Keterampilan/kejuruan; dan 
10) Muatan lokal 
b. Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat : 
1) Pendidikan agama; 
2) Pendidikan kewarganegaraan; dan 
3) Bahasa 1 
 
Melihat keragaman potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta 
kebinekaan bangsa Indonesia, kurikulum yang uniform akan tidak sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas kurikulum, dari pendidikan dasar sampai perguruan 
tinggi merupakan suatu tuntutan. Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah beban kurikulum 
pada satuan pendidikan kita terkenal sangat sarat dengan berbagai macam mata pelajaran 
sehingga sangat mendera peserta didik.    
Setiap satuan pendidikan hendaknya diberikan kewenangan untuk mengembangkan 
kurikulumnya, tanpa mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang 
dikembangkan oleh pemerintah pusat. Pentingnya pendidikan agama dan moral 
seharusnya lebih mendapatkan forsi yang cukup, karena kehidupan global cenderung 
membawa nilai-nilai baru yang bukan tidak mungkin dapat menggoyahkan kesadaran 
moral. Di samping itu, masyarakat global juga hidup dan dihidupi oleh sains dan 
teknologi. Oleh sebab itu, pelajaran sains dan teknologi juga perlu dioptimalkan.  
Selain itu, setiap satuan pendidikan hendaknya diberikan kebebasan untuk 
mengembangkan kurikulum muatan lokal, salah satunya adalah pendidikan dan penguatan 
bahasa asing (bahasa Internasional). 
Untuk memenuhi hal tersebut, menurut Taba (1962) materi kurikulum harus 
memenuhi tiga prinsip, yaitu; filosofis, psikologis dan sosiologis. Prinsip filosofis 
memberikan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan, dengan filosfis sehingga 
susunan kurikulum mengandung suatu kebenaran, terutama kebenaran nilai-nilai sebagai 
                                                                 
1
  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37  
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pandangan hidup yang diyakini dari suatu kebenaran. 2   Prinsip ini membawa rumusan 
kurikulum pendidikan pada tiga dimensi, yaitu ; ontology, epistimologi dan aksiologi. 
Dimensi ontology mengarahkan kurikulum agar lebih banyak member peserta didik 
untuk berhubungan langsung dengan fisik obyek-obyek serta berkaitan dengan pelajaran 
yang mengarahkan pada benda-benda dan materi-materi kerja. Dalam persfektif 
pendidikan Islam, dimensi pernah diterapkan Allah ketika mengajarkan nama-nama 
kepada Adam. 3 Implikasi  dimensi ini, dalam pendidikan adalah bahwa dalam dunia 
pengalaman, peserta didik harus memperkaya kepribadian, dan bukanlah hanya alam raya 
dan isinya, dalam arti sebagai pengalaman sehari-hari, melainkan sebagai suatu yang tak 
terbatas realitas fisik dan spiritual, baik yang tetap maupun yang berubah. 
Dimensi epistimologi mengarahkan perwujudan kurikulum berdasarkan metode 
konstruktif pengetahuan yang disebut dengan metode ilmiah yang sifatnya mengajarkan 
berfikir menyeluruh, reflektif dan kritis. Metode ilmiah ini dilakukan melalui lima 
tahapan, yaitu; kesadaran adanya masalah, perumusan masalah, identifikasi semua cara 
pemecahan masalah, proyeksi terhadap semua konsekwensi yang akan timbul, dan 
mengkaji konsekuensi tersebut dalam pengalaman. Implikasi dimensi epistimologi dalam 
kurikulum pendidikan cenderung fleksibel, karena pengetahuan yang dihasilkan bersifat 
tidak mutlak, tentatif dan dapat berubah-rubah.4  
b. Proses Belajar-Mengajar 
Masyarakat global seperti seperti dewasa ini adalah masyarakat terbuka, rasional dan 
kritis. Sudah tentu, cara-cara belajar yang indoktriner dan menghafal sudah kurang cocok. 
Hal yang perlu dikuasai oleh peserta didik adalah informasi yang telah diolah sendiri atau 
belajar mandiri (digested information). Dengan sendirinya cara-cara belajar dengan 
menghafal diluar kepala sudah tidak pada tempatnya lagi, termasuk cara belajar 
“lecturing”. Belajar mandiri atau independent learning harus dapat harus menggantikan 
cara belajar menghafal secara rote learning. Tentunya proses belajar-mengajar ini harus 
didukung oleh fasilitas belajar dan sumber-sumber belajar yang memadai, seperti; 
perpustakaan yang lengkap, laboratorium dan bengkel-bengkel kerja. Di samping itu, 
penggunaan teknologi informasi akan lebih membantu proses belajar-mengajar dengan 
lebih baik.  
                                                                 
2
 Lihat Hilda Taba, Curriculum Development Theory and Practice, editor Wilanrd B.Spalding, Chairman, Division 
of Education, Porland State College, Chicago, San Fransisco, Artlanta: Harcourt, Brace & World.Inc., New York, 
1962, hlm.3 
3
 Lihat al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 31 
4
 Lihat al-Qur’an suar ar-Rahman ayat 26, dan surat al -Isra ayat 85 
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Dimensi aksiologi mengarahkan pembentukan kurikulum yang dapat memberikan 
kepuasan pada peserta didik untuk memiliki nilai-nilai yang mereka perlukan, supaya 
hidup dengan baik sekaligus menghindarkan nilai-nilai yang tidak diinginkan.  
Tujuan pendidikan sekarang ini harus dituangkan dalam standar kompetensi, kemudian 
dijabarkan ke dalam kompetensi dasar, selanjutnya dijabarkan menjadi hasil belajar, dan 
akhirnya dapat diukur dengan indikator hasil belajar. Konsep inilah yang disebut dengan 
istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang kemudian dijabarkan kembali pada 
masing-masing Tingkat Satuan Pendidikan. 
c. Pendidikan, Pelatihan dan Tenaga Kerja 
Masyarakat modern di era global ini memerlukan program yang terintegrasi. Sekat-sekat 
yang ada antara pendidikan, pelatihan dan tenaga kerja seyogyanya tidak lagi terjadi. 
Program-program pelatihan bukan hanya dilaksanakan oleh dunia industri. Tetapi perlu 
juga diselenggarakan oleh setiap institusi pendidikan, tentunya yang relevan dengan 
kebutuhan dunia kerja. Program pelatihan yang terintegrasi ini dimungkinkan karena 
partisipasi penuh dari dunia industri dalam pengembangan sumber daya manusia serta 
adaptasi program pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat.  Dalam kaitan ini perlu ada 
reformasi dengan cara refungsionalisasi SISDIKNAK yang membuka diri terhadap 
keterlibatan penuh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan 
Tinggi misalnya menyelenggarakan program-program pendidikan berkelanjutan 
menyediakan waktu khusus untuk program semacam itu. Dalam kaitan ini sekolah-
sekolah kejuruan yang ada sekarang dapat ditransformasikan dalam bentuk-bentuk pusat 
pelatihan, maupun program kegiatan keterampilan di sekolah menengah umum. Dengan 
program seperti itu, setidaknya masalah pengangguran dapat diredusir, ditambah pula 
dengan sifat pendidikan itu sendiri dengan misi dan metodologinya yang bertujuan 
menciptakan manusia yang mandiri.  
     
d. Pendidikan Berkelanjutan 
Dalam era global yang teridentifikasi dengan ciri adanya kemajuan industri merupakan 
suatu masyarakat yang terus-menerus belajar (life long learning society), sebab kalau 
tidak demikian, masyarakat itu akan ketinggalan dari kemajuan iptek yang sangat cepat 
perkembangannya.  
Yang akan menarik ialah kebutuhan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi para 
karyawan. Biasanya mereka akan memperoleh pendidikan dan pelatihan lanjutan di dalam 
perusahaan (in-plant training), namun kesempatan ini akan dirasakan kurang memadai. 
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Mereka memerlukan juga waktu-waktu khusus di luar masa kerja untuk memperoleh 
pendidikan tambahan (off the job education program). Hal ini akan merupakan hal baru 
dalam hubungan kerja pada masyarakat industri modern.  
 
e. Manajemen Pendidikan 
Pendidikan di era global ini telah merupakan suatu industri tersendiri, oleh sebab itu perlu 
dikelola oleh para manajer (institusi) yang professional. Pendidikan dan pelatihan bagi 
para manejer pendidikan sudah merupakan suatu keharusan dalam era modern ini. Setiap 
guru atau dosen pada prinsipnya memiliki peluang untuk menjadi kepala sekolah, 
pengawas atau rektor universitas tanpa ada pelatihan khusus. Dalam masyarakat industry, 
seorang rektor adalah seorang manajer yang dapat mengelola program akademik, juga 
mengelola dana universitas secara professional dan mengelola program pendidikan 
berkelanjutan untuk masyarakat.  
Manajemen pendidikan dalam masyarakat industri di era global ini akan merupakan 
manajemen yang transparan, artinya yang terbuka bagi partisipasi masyarakat. Dengan 
demikian, ada tempat bagi perubahan dan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat yang semakin tinggi taraf pendidikannya dan sejalan dengan itu semakin 
demokratis sikapnya.  
Sejalan dengan usaha keras mengatasi krisis pendidikan dewasa ini, pada waktu yang 
bersamaan kita meletakkan dasar yang kokoh untuk mengantisipasi masyarakat industri 
modern yang akan datang. Keberhasilan SISDIKNAS dalam menyokong proses 
pembentukan masyarakat industri modern itusebagian terletak pada sukses tidaknya 
menjalani transisi sekarang ini. Jika tidak berhasil, maka menunda peranan pendidikan 
dalam prose situ. Kesuksesan SISDIKNAS sebaliknya dapat mempercepat terwujudnya 
masyarakat industri modern yang dinantikan itu. Suskse itu tentunya ditentukan oleh 
berbagai faktor. Selain kehendak Yang Maha Kuasa, juga adanya komitmen dari 
pemerintah, masyarakat bangsa Indonesia untuk memberikan prioritas yang wajar 
terhadap SISDIKNAS dalam pembangunan nasional, sebagaimana pengalaman Negara-
negara industri modern dewasa ini. Pemerintah dan juga perlu mengoptimalkan perannya 
dalam memajukan bidang pendidikan, karena kita sangat memerlukan mobilisasi sumber-
sumber yang berlipat ganda serta menggunakannya secara berhasil guna dan berdaya 
guna. Apabila kita (bangsa Indonesia) gagal memajukan bidang pendidikan, maka 
SISDIKNAS itu akan kehilangan fungsi dan peranannya, sedangkan masyarakat industri 
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akan datang juga meskipun mungkin tanpa arah yang jelas. Oleh sebab itu, tidak ada 
pilihan lain selain memperbaiki manajemen pendidikan sekarang ini.  
   
f. Desentralisasi Pendidikan 
Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern haruslah berakar 
dalam masyarakat setempat. Oleh sebab itu, sentralisasi cenderung mengasingkan 
pendidikan dari masyarakat. Dalam membicarakan kurikulum, pendidikan dan pelatihan, 
setiap satuan pendidikan terutama peranan pendidikan tinggi/Universitas menuntut adanya 
desentralisasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah merupakan suatu kesatuan yang riil, 
dalam menyusun program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya 
alam dan SDM di daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa semua jenjang dan jenis 
pendidikan di daerah itu berada berada dalam suatu manajemen. Tidak seperti keadaan 
dewasa ini, masing-masing jenis dan jenjang pendidikan terkotak-kotak dan dikelola oleh 
berbagai instansi maupun departemen. Dalam keadaan seperti ini tidak mungkin tercipta 
suatu system pendidikan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat yang riil. Dalam 
masyarakat modern terdapat artikulasi antar jenis dan jenjang pendidikan serta pelatihan 
antara dunia pendidikan dan dunia kerja. 
Sentralisasi pendidikan hanya pada hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan nasional, 
seperti; kebijakan mengenai bahasa nasional, sistem pendidikan, dan pada tingkat tertentu 
mengenai akreditasi, khususnya untuk pendidikan tinggi. Desentralisasi pendidikan 
berkenaan pula dengan upaya memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, agar 
memiliki tanggungjawab penuh khususnya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, 
sedangkan pada pendidikan tinggi hanya mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan 
di daerah itu dalam suatu sistem yang terintegrasi sebagai subsistem yang otonom dalam 
SISDIKNAS. Maka otonomi pendidikan memberikan peluang bagi sekolah/satuan 
pendidikan khususnya guru, untuk melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan 
konteks sekolah masing-masing. Hal ini dilakukan agar satuan pendidikan dapat 
mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan peserta didik sesuai lingkungannya. 5  Bila 
sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat (sentralisasi), maka 
dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan 
Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis 
                                                                 
5
 Zainal Arifin, Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam, Yogyakarta: Diva Press, 2012, 
hlm.13 
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operasional penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjadi tanggungjawab dan 
kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dikenal dengan istilah desentralisasi. 6  
 
g. Pendidikan Dasar  
Dalam peningkatan pendidikan dasar untuk warga masyarakat modern ialah lahirnya 
kepatuhan terhadap norma-norma sosial baru seperti; ketertiban disiplin dalam kehidupan 
bersama, kebiasaan-kebiasaan hidup (social manners and habits) dan tentunya moral yang 
tinggi. Terciptanya kehidupan sosial yang teratur itu perlu terus-menerus ditanamkan 
melalui pendidikan. 7  
Dalam kehidupan di kampus atau di sekolah, selain diberikan pendidikan moral, institusi 
pendidikan itu sendiri hendaknya menjadi laboratorium etik dan moral dari peserta didik. 
Ini berarti lembaga pendidikan dalam masyarakat modern seyogyanya menjadi lembaga 
yang berdisiplin tinggi. Tentunya jenis disiplin yang diinginkan ialah disiplin yang 
muncul dari kesadaran diri sendiri, yang terpupuk melalui berbagai kebiasaan yang baik 
serta kepatuhan terhadap tujuan bersama. Dalam kaitan dengan pemupukan tingkah laku 
sosial yang baik, perlu dikembalikan pengaruh dan peranan keluarga dalam pendidikan 
etik dan moral melalui pembinaan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama yang 
optimal kepada putra/putrinya. Peran optimal keluarga ini akan sangat mendukung dan 
menentukan terhadap keberhasilan misi SISDIKNAS, yaitu menjadikan manusia 
Indonesia yang bertanggungjawab dalam semua aspek kehidupan, baik di lingkungan 
keluarga, sekolah/universitas maupun dalam masyarakat luas.  
Sebagai jenjang pendidikan yang minimal wajib ditempuh oleh setiap warga Negara 
Indonesia, visi, misi, isi dan harkat pendidikan dasar harus menempati prioritas tertinggi 
dalam SISDIKNAS.  Dalam masyarakat modern, pendidikan dasar adalah suatu industri-
strategis dasar yang mengembangkan sumber manusia yang diperlukan dalam 
pembangunan masyarakat yang maju.  
Kualitas pendidikan dasar akan meletakkan dasar bagi kualitas masyarakat modern. 
Industri modern dapat diciptakan melalui teknologi, namun masyarakat industri modern 
memerlukan manusia yang bukan saja dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi, 
tetapi juga dapat mengendalikan dampak dari teknologi dalam kehidupan manusianya. 
                                                                 
6
  E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, hlm.6 
7
 Di Negara industri maju seperti Jepang dewasa ini sangat merisaukan melemahnya kepatuhan generasi 
mudanya terhadap norma-norma sosial. Oleh sebab itu, masalah ini mendapat perhatian besar dalam 
pendidikannya.  
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Oleh sebab itu, pendidikan dasar adalah fondasi dari pengembangan IPTEK dan menjadi 
dasar dari masyarakat modern itu sendiri. 
 
h. Pendidikan Tinggi 
Salah satu tanda globalisasi adalah adanya mega kompetisi. Dalam masyarakat modern di 
era global ini, pendidikan tinggi betul-betul dihadapkan pada problem kualitas lulusan. 
Terjadi persaingan yang sangat ketat pada sebagian aspek kehidupan, terutama pada aspek 
kesempatan untuk bekerja. Lulusan perguruan tinggi baru bisa diterima sebagai pekerja 
yang bagus manakala memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai. Oleh karena 
itu, hendaknya setiap perguruan tinggi harus semakin otonom dalam pengelolaannya. 
Akan semakin otonom dalam arti mempunyai program pendidikan yang fleksibel sesuai 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Otonomi itu dapat berupa 
program akademik, rekrutmen tenaga dosen dari masyarakat dan dunia industri maupun 
dari dunia internasional. Kriteria memasuki perguruan tinggi ditentukan sendiri oleh 
masing-masing perguruan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi akan semakin 
individualistik dalam arti yang positif dan semakin terbuka terhadap masyarakat. 
Keterbukaan terhadap masyarakat disebabkan karena hubungan yang erat dengan dunia 
industri dan masyarakat sendiri, masyarakat menyisihkan dana untuk universitasnya dan 
sebaliknya universitas menyediakan program-program pendidikan berkelanjutan bagi 
masyarakatnya, hal ini berlaku terutama bagi universitas-universitas di daerah.  
Perguruan tinggi bagi masyarakat modern juga adalah pusat pengembangan IPTEK. 
Perana perguruan tinggi sebagai pusat penelitian dalam masyarakat modern memang 
sangat relevan karena spesialisasinya itu serta dukungan penuh dari dunia industri serta 
pusat-pusat penelitian yang lain. Universitas akan menjadi pusat dari berbagai kegiatan 
penelitian sehingga lembaga itu menjadi universe-city.8  
 
i. Tenaga Kependidikan 
Salah satu tuntutan dunia industri dalam masyarakat global dewasa ini ialah adanya 
kesinambungan antara dunia pendidikan dengan dunia industri, termasuk juga pendidikan 
pada Perguruan Tinggi/Universitas. 
Guru dan dosen dalam masyarakat global seperti sekarang ini harus lebih profesional 
dalam mengemban misi strategis, oleh karenanya Ia harus menguasai sains dan teknologi 
                                                                 
8
 Lihat H.A.R. Tilaar, Prospek Perencanaan Manajemen Pendidikan Nasional, hlm.262-265 
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serta memiliki integritas moral yang tinggi. Lebih dari itu ia adalah sosok personifikasi 
dari moral dan keyakinan agama. Karakteristik guru/dosen seperti ini tentu memerlukan 
program pendidikan yang sesuai. Lembaga pendidikan tinggi yang ada dewasa ini belum 
dapat memenuhi kriteria itu.  
Oleh sebab itu, guru ataupun dosen dalam masyarakat global dan masyarakat industri 
modern, harus mendapatkan pendidikan dasar sebagai seorang sarjana murni, ditambah 
kemampuan sebagai seorang guru.  
Konsekuensi logis dari pendidikan professional guru, dia berhak memperoleh 
penghargaan yang lebih baik, sehingga profesi guru/dosen akan menjadi menarik dan 
dapat menjaring serta mendidik putra-putra bangsa terbaik sebagai calon pemimpin-
pemimpin masa depan bangsa. 
Maka pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, 
pengembangan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja dan evaluasi kinerja tenaga 
kependidikan dapat dilakukan oleh satuan pendidikan kecuali guru/dosen PNS yang saat 
ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.  
 
j. Pembiayaan Pendidikan 
Pendidikan yang bermutu merupakan suatu investasi yang mahal. Masyarakat industri di 
era global ini menyadari untuk menanamkan investasi yang besar untuk meningkatkan 
kemajuan pendidikan. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada 
hakikatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat (empowering the society) 
untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Hal ini tentunya  berbeda 
dengan yang terjadi pada masyarakat di Negara berkembang, di mana ada keengganan 
masyarakat untuk ikut membagi beban pendidikan, yang tampak dalam rendahnya “social 
rate of return” dan relatif tingginya “private rate of return” investasi dalam bidang 
pendidikan.  
Menurut Saiful Sagala (2009:209), biaya pendidikan mencakup biaya langsung (oleh 
sekolah, peserta didik, dan/atau keluarga peserta didik) dan biaya tak langsung (inkam-
inkam yang dilewatkan). Perhatian terbanyak dicurahkan pada biaya-biaya langsung.   
Salah satu kegiatan pendidikan tinggi yang banyak meminta banyak dana ialah kegiatan 
penelitian. Dalam masyarakat industri dimungkinkan adanya kegiatan penelitian bersama 
antara universitas dengan dunia industri serta pusat-pusat penelitian. Dengan demikian, 
universitas, dunia industri dan pusat-pusat akan saling menguntungkan karena terhindar 
dari tumpang tindih serta pemanfaatan dana penelitian secara optimal dan efisien.  
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Sementara itu, pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan anggaran sedah 
sepantasnya dilakukan oleh satuan pendidikan secara otonom. Satuan pendidikan juga 
harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan 
penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata bergantung pada pemerintah. 
 
D. Kondisi Prasyarat untuk Keberhasilan Pembaharuan Pendidikan 
Suasana demokratis yang mulai terasa sebagai hasil reformasi politik memberikan 
peluang untuk meraih keberhasilan pelaksanaan usulan-usulan di atas. Namun, secara lebih 
khusus pelaksanaan usulan-usulan pembaharuan tersebut perlu didukung oleh kondisi 
prasyarat yang kondusif, yang masih harus diciptakan. Kondisi prasyarat ini memiliki ciri-ciri 
berikut (diadaptasi dari Everard dan Morris, 1985: 174-176): 
1. Tujuan dan kebijakan dirumuskan secara jelas dan lugas. Semua kegiatan selalu 
diarahkan untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh 
setiap satuan organisasi pendidikan. 
2. Struktur ditentukan oleh persyaratan kerja, bukan oleh kewenangan, atau kekuasaan atau 
kecocokan. Jadi bentuk hendaknya mengikuti fungsi, bukan sebaliknya. Prinsip ini 
hendaknya diterapkan pada saat dilakukan pengaturan kembali struktur organisasi, 
misalnya untuk tujuan perampingan dan atau desentralisasi manajemen, dan pada saat 
membentuk lembaga baru. 
3. Proses  menunjukkan bahwa (i) keputusan dibuat  saat dibutuhkan dan di tempat 
terjadinya masalah; (ii) komunikasi terbuka; (iii) gagasan-gagasan dipertimbangkan 
berdasarkan manfaat yang hakiki, bukan menurut sumbernya; (iv) konflik dan 
perselisihan pendapat (bukan konflik pribadi) didorong, bukan ditekan atau dihindari, dan 
setiap orang berkesempatan mengatasi konflik secara konstruktif, dengan menggunakan 
metode pemecahan masalah; (v) kolaborasi dihargai jika menguntungkan lembaga; (vi) 
persaingan diminimalkan, kecuali yang memberikan sumbangan terbaik terhadap 
keberhasilan lembaga. 
4.  Proses menunjukkan terjadinya hal-hal berikut. Jati diri, integritas dan kebebasan setiap 
individu dihormati, dan hal ini dijaga lewat pengaturan pekerjaan. Penghargaan intrinsik 
mendapatkan perhatian. Pekerjaan setiap orang dihargai –baik itu pekerjaan pejabat, guru 
dan staf administrasi, bahkan pesuruh atau tukang sapu. Salingketergantungan orang 
ditekankan. Setiap orang sadar untuk mengevaluasi pekerjaannya. 
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5. Penyelesaian masalah dilakukan secara lugas. Ada mekanisme umpan balik dari dalam, 
sebagian  melalui „action research‟ secara berkelanjutan. Dengan demikian masalah 
dapat cepat diselesaikan, tidak dibiarkan berlarut-larut. 
6. Organisasi/lembaga pendidikan dipandang sebagai sistem terbuka yang bernaung dalam 
lingkungan yang kompleks dan terus berinteraksi dengan lingkungan tsb. Tuntutan  yang 
berubah-ubah dari lingkungan diikuti terus dan ditanggapi secara tepat. 
7. Perubahan untuk perbaikan PBM dan juga manajemen  harus menguntungkan individu-
individu yang terlibat baik dari segi pengembangan pribadi maupun profesional. 
Perubahan akan berhasil dilakukan di sekolah asal tidak menambah masalah bagi guru. 
8. Ada budaya kesejawatan atau yang disebut Fullan (1982: 108, lewat Everard dan Morris: 
176)  sebagai “a common collegiate technical culture” atau “analytic orientation”  ke 
arah pekerjaan orang-orang ybs. Budaya yang  demikian dicirikhasi oleh keterbukaan 
berkomunikasi, keterampilan komunikasi yang tinggi, keinginan merata untuk bekerja 
sama, administrasi yang mendukung, kesepakatan yang baik mengenai tujuan pendidikan, 
pengalaman sebelumnya dalam melakukan perubahan. 
9. Pimpinan memiliki kualitas imaginasi dan visi, memiliki apresiasi terhadap tujuan 
pendidikan yang khusus, baik sosial, spiritual maupun intelektual, mampu 
mengkomunikasikan tujuan keapda stafnya, dan memahami staf dan murid-muridnya, 
serta siap berbagi kekuasaan dengan orang-orang kunci dalam lembaganya. 
 Pelaksanaan usulan-usulan pembaharuan yang mendasar tersebut di atas yang 
didahului dengan penciptaan kondisi yang kondusif memerlukan “political  will” semua 
pihak terkait, terutama dari Pemerintah. 
 
E. If having the power 
 Assesment and evaluation mechanism at each level 
 Improve the quality of education at rural areas 
 Life skill-based curriculum 
 Involve multi stakeholders in providing the voluntary, internship, and job training 
(media, private sectors, goverment company, research institute, industrial etc.) 
 Menghilangkan sistem yang dikotomik 
 Menunjuk departemen pendidikan dalam satu atap (oleh kementerian tersendiri), hal 
ini agar tidak terjadi dualisme dalam pengelolaan pendidikan nasional. Semua satuan 
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pendidikan yang ada di Indonesia berpayung hukum di bawah departemen ini, 
sehingga dapat lebih fokus dalam peningkatan kualitas pendidikan.    
 
F. Idealitas Masa Depan Indonesia yang Diinginkan 
Dari berbagai permasalahan yang telah penulis kemukakan serta strategi alternatif 
yang disodorkan untuk pembaharuan, maka kita sangat menghendaki terciptanya masa 
depan Bangsa Indonesia baru yang lebih maju. Masa depan yang kita cita-citakan adalah 
masyarakat yang beranggotakan orang-orang yang sadar akan hak dan kewajibannya 
sebagai  makhluk Tuhan Yang Maha Esa („abdullah/hamba Allah yang mengerti tujuan 
hidupnya adalah untuk beribadah), sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial 
(anggota masyarakat setempat, daerah, nasional, internasional). Orang-orang yang 
demikian  adalah mereka yang berimtaq (memiliki kecerdasan spiritual), beripteks 
(memiliki kecerdasan intelektual dan seni), berkepribadian Indonesia yang kuat (memiliki 
kecerdasan emosional Indonesia), sadar hukum, demokratis, mencintai dan 
mempraktekkan keadilan, kebenaran, dan kedamaian, dan sehat jasmani dan rohani.  
Kecerdasan spiritual seseorang adalah kemampuan dan kemauan diri untuk selalu 
berpedoman pada ajaran-ajaran agamanya saat membuat keputusan dan mengatasi masalah 
kehidupan, yang mencakup kemampuan dan kemauan membedakan yang benar dan yang 
salah dalam upaya mengelola kehidupannya, kemampuan dan kemauan  menghormati 
agama dan kepercayaan orang lain, dan kemampuan dan kemauan untuk bergaul dengan 
pengikut agama  dan kepercayaan lain dengan prinsip saling menghargai dan saling 
menghormati. Kecerdasan intelektual dan seni mencakup kemampuan menyerap dan 
menyimpan informasi yang bermanfaat dalam otaknya, kemampuan memahami konsep-
konsep abstrak dan dalil/asas, dan kemampuan dan kemauan menerapkan secara kritis-
kreatif konsep-konsep dan dalil/asas untuk pemecahan masalah  kehidupan nyata serta 
memiliki rasa keindahan yang tinggi. Kecerdasan emosional (emotional intelligence) 
mencakup kesadaran-diri dan pengendalian gejolak hati (self-awareness and impulse 
control), ketekunan (persistence), semangat (zeal), emosi-diri (self-emotion), empati, dan 
keterampilan social. 
Orang yang mencapai perkembangan semua potensi seperti diuraikan di atas akan 
mampu menjawab tantangan jaman dari tingkat perorangan, lokal, daerah, nasional sampai 
tingkat internasional. Pengembangan manusia yang demikian memerlukan dukungan 
politik pendidikan dan kebudayaan, dan kebijakan dan program pendidikan  yang tepat 
dan relevan, yang mampu mendorong partisipasi aktif kontributif seluruh komponen 
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bangsa.   Jika pemerintah dan seluruh komponen bangsa ini terlibat untuk menangani 
secara tepat, maka pendidikan akan dapat memainkan peranan kunci untuk meraih 
keberhasilan pembentukan manusia yang dicita-citakan tersebut. 
 
G. PENUTUP   
 Kesimpulan  
Dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa era globalisasi di abad XXI yang tahapannya 
sudah dimulai pada masa sekarang ini, ternyata telah memberikan pengaruh yang sangat 
besar terhadap dunia pendidikan. Berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan mulai 
dari aspek perencanaan, kurikulum, teknologi pendidikan, manajamen, hingga kepada 
evaluasi dan pola hubungan antara peserta didik, guru/dosen, orang tua dan masyarakat 
perlu ditata ulang untuk disesuaikan dengan tuntutan zaman. Hal ini perlu dilakukan jika 
dunia pendidikan ingin tetap bertahan secara fungsional dalam memandu perjalanan 
bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dunia pendidikan di masa sekarang benar-
benar digadapkan pada tantangan yang cukup berat yang penanganannya memerlukan 
keterlibatan berbagai pihak yang terkait.  
  Perlunya Reformasi di bidang pendidikan karena adanya berbagai ketidakpuasan 
dalam penyelenggaraan pendidikan dan hasil-hasilnya. Maka reformasi berupa inovasi-
inovasi yang dilakukan itu harus diarahkan pada tujuan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan secara menyeluruh. Dan tujuan akhirnya adalah untuk membentuk 
manusia/Bangsa Indonesia berkualitas yang sanggup menghadapi tantangan global yang 
semakin kompleks.  
Kita optimis dan yakin, bahwa pembaharuan di negeri ini akan dapat dicapai melalui 
pembaharuan di bidang pendidikan, karena lembaga pendidikanlah yang secara sengaja 
diprogram, dibangun dan dikembangkan untuk memperbaiki sumber daya manusia. Oleh 
karena itu, reformasi di bidang pendidikan yang terjabarkan dan terselenggarakan pada 
setiap satuan pendidikan di negeri ini menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda 
lagi. 
 
 Rekomendasi : 
Berkenaan dengan berbagai problematika pendidikan yang terjadi sekarang ini, maka perlu 
dilakukan upaya-upaya strategis, diantaranya sebagai berikut : 
1. Tujuan pendidikan pada zaman sekarang ini tidak cukup dengan hanya memberikan 
bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan dan ketaqwaan saja, tetapi juga harus 
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diupayakan melahirkan manusia yang kreatif, inovatif, produktif dan mandiri, 
mengingat era global ini adalah dunia yang kompetitif. 
2. Hilangkan sistem dikotomik. Bangunan ilmu pengetahuan yang dikotomik antara 
ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern (umum) harus diubah menjadi 
pandangan baru yang lebih holistik atau setidak-tidaknya bersifat komplementer.    
3. Guru maupun dosen di zaman sekarang dan di masa yang akan datang adalah guru 
yang disamping memiliki informasi, berakhlak baik dan mampu menyampaikan 
secara metodologis, juga harus mampu mendayagunakan berbagai sumber informasi 
yang tersebar di tengah masyarakat ke dalam kegiatan belajar-mengajar. Dengan 
demikian pembelajaran harus terpusat pada peserta didik yang pada gilirannya dapat 
menimbulkan/menciptakan masyarakat belajar.    
4. Pemerintah pusat maupun daerah harus memberi prioritas dalam mengalokasikan 
anggaran pendidikan bagi setiap satuan pendidikan di seluruh tanah air. Dan jika 
memungkinkan alokasi anggaran 20 % dinaikan lagi menjadi 30 %, dan itu diluar gaji 
pegawai negeri sebagaimana yang dilakukan di Negara maju. Hal ini bertujuan untuk : 
1) Meningkatkan atau mendongkrak kualitas pendidikan yang sudah agar lebih maksimal 
dan optimal serta memiliki daya saing bangsa 
2) Meningkatkan kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi rakyat tanpa ada 
diskriminasi apapun 
3) Mengurangi kekurangan struktur biaya pendidikan (netralisasi kemakmuran) 
4) Pemerintah melalui Kementerian terkait (Kemendikbud dan Kementerian Agama 
yang membawahi pendidikan) hendaknya memberikan kewenangan yang longgar 
kepada satuan pendidikan untuk dapat mengaplikasikan konsep Total Qulity 
Management untuk menciptakan suatu perubahan ke arah yang lebih bermutu, serta 
dapat menciptakan budaya mutu yang baik sehingga hasil dan proses pendidikan 
tersebut diharapkan akan lebih berkualitas.     
5) Manajemen di setiap satuan pendidikan akan lebih efektif jika para pengelolanya 
mampu melibatkan stakeholders (peserta didik, orang tua, masyarakat pengguna 
alumni) untuk menciptakan suatu inovasi-inovasi guna memajukan kualitas 
pendidikan yang sudah ada. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mendasar agar 
menerapkan sistem manajemen institusi pendidikan selalu relefan dengan tuntutan 
kebutuhan masyarakat, hal itu dapat ditempuh salah satunya dengan mengaplikasikan 
Total Quality Manajamen (Manajemen Kualitas Terpadu), mengingat peraturan 
pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di Indonesia 
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cukup fleksibel dalam merespon perubahan yang memungkinkan kita melaksanakan 
manajemen mutu terpadu sebagaimana yang dilakukan dalam dunia bisnis, meskipun 
manajemen mutu dalam dunia bisnis tidak dapat sepenuh ditransformasikan dalam 
dunia pendidikan, karena memang pendidikan di Indonesia bersifat Nir-Laba. Namun 
bukankah perbaikan mutu yang lebih baik dari standar yang sudah ditetapkan tidak 
dilarang oleh undang-undang?  Jika ini diaplikasikan dalam dunia pendidikan 
khususnya di Indonesia, insya Allah manajemen pendidikan di negeri ini mengalami 
perubahan yang positif, dan besar harapan kualitas pendidikan di masa depan dapat 
lebih baik dari saat ini. insyaAllah. Semoga terwujud !      
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